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ABSTRAK 

Kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negara termasuk salah 

satunya data pribadi. Perlindungan data pribadi dapat ditemukan ketentuannya dalam 

Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 79 ayat (1) yang menyatakan 

bahwa data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan 

dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Namun adanya kelalaian dari pemerintah 

dalam melindungi kerahasiaan data tersebut seperti menjual arsip dokumen. 

Kejadian tersebut termasuk kepada perbuatan melawan hukum oleh pemerintah 

(onrechtmatige overheisdaad). Warga memiliki hak untuk meminta ganti rugi 

sebagaimana Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk 

memperoleh perlindungan data pribadi dan ganti rugi akibat kesalahan dalam 

penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis 

bahan hukum ada dua yaitu bahan hukum primer dengan menggunakan berbagai 

peraturan perundangan dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan buku 

hingga artikel jurnal. Pengumpulan bahan hukum dikumpulkan dengan cara 

mengkategorisasikan sesuai dengan topik pembahasan dan menggunakan teknik 

analisis normatif perskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara/pemerintah dapat 

dimintai pertanggunggugatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan dan tata cara penyelesaian sengketa diatur dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Ditemukan juga bahwa tidak 

terdapat peraturan secara eksplisit mengenai larangan penjualan arsip dokumen 

kependudukan warga negara.  

Saran yang dapat diberikan adalah mengatur secara eksplisit dan jelas tentang 

larangan penjualan arsip dokumen dan tata cara ganti rugi yang lebih jelas sehingga 

dapat melindungi hak-hak dari warga negara dengan lebih baik. 

 

Kata kunci : tanggung gugat pemerintah, perbuatan melawan hukum oleh 

pemerintah, perlindungan data pribadi  
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ABSTRACT 

The government's obligation to protect citizens includes personal data. 

Protection of personal data can be found in its provisions in the Population 

Administration Law Article 79 paragraph (1) which states that individual data and 

population documents must be kept and protected confidentially by the state. 

However, there is negligence from the government in protecting the confidentiality 

of such data as selling document archives. These incidents include unlawful acts by 

the government (onrechtmatige overheisdaad). Citizens have the right to seek 

compensation as Article 2 states that every resident has the right to obtain personal 

data protection and compensation due to errors in the misuse of personal data by 

implementing agencies. 

This research uses a type of normative juridical research with a statutory 

approach method and a conceptual approach. There are two sources and types of 

legal materials, namely primary legal materials using various laws and regulations 

and secondary legal materials using books to journal articles. The collection of legal 

materials is collected by categorizing according to the topic of discussion and using 

perscriptive normative analysis techniques. 

The results of this study show that the state/government can be held 

accountable as stated in the Population Administration Law and dispute resolution 

procedures are regulated in Supreme Court Regulation Number 2 of 2019. It was 

also found that there was no explicit regulation regarding the prohibition of the sale 

of archives of citizens' residence documents. 

The advice that can be given is to explicitly and clearly regulate the 

prohibition of the sale of document archives and clearer compensation procedures 

so as to better protect the rights of citizens. 

 

Keywords: government liability, unlawful acts by the government, protection of 

personal data  
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